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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Konseptual

1. Tinjauan Umum Undang-Undang No. 2 tahun 2002 Tentang  Kepolisian

Negara Republik Indonesia

a. Pengertian, Tugas, Fungsi dan Wewanang Kepolisian Republik

Indonesia (POLRI)

1) Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan

bahwa :“Kepolisian adalah segala sesuatu hal ikhwal yang

berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan”.

2) Tugas POLRI selaku alat penegak hukum diatur dalam Pasal 13

Undang-Undang No. 2 tahun 2002, adalah sebagai berikut :

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

b. menegakkan hukum, dan

c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada

masyarakat
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 Undang-Undang No. 2 tahun 2002, pada Pasal 14 ayat (1),

dijelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli

terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai

kebutuhan;

b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan,

ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;

c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi

masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga

masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-

undangan;

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis

terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan

bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua

tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan

perundang-undangan lainnya;
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h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran

kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian

untuk kepentingan tugas kepolisian;

i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat

dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau

bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan

dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara

sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang

berwenang;

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan

kepentingannya dalam hidup tugas kepolisian; serta

l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

b. Fungsi POLRI

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2002,

fungsi POLRI adalah sebagai berikut :

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di

bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,

penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan

kepada masyarakat”.
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c. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

Dalam melakukan tugas, Polri mempunyai wewenang yang

dimaksudkan untuk memperlancar Polri dalam melaksanakan

tugasnya sebagaimana diungkapkan oleh Kartaji berikut ini :

“Agar supaya polisi dapat bertindak guna melaksanakan

tugas kewajibannya harus diberi kekuasaan-kekuasaan atau

wewenang-wewenang tertentu”.6

Berdasarkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik

Indonesia, wewenang POLRI dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga),

yaitu : wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1),

wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya

diatur dalam Pasal 15 ayat (2), serta wewenang di bidang proses

pidana diatur dalam Pasal 16.

Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2002,

secara umum POLRI mempunyai wewenang sebagai berikut :

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang

dapat mengganggu ketertiban umum;

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

6 Kartaji ,M Kartaji, Polisi,( Bogor: Politea, 1976). hlm 85
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d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau

mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan

administratif kepolisian;

f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan

kepolisian dalam rangka pencegahan;

g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret

seseorang;

i. Mencari keterangan dan barang bukti;

j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;

k. Mengeluarkan surat ijin dan / atau surat keterangan yang

diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

b. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan

putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan

masyarakat;

c. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara

waktu.

Sedangkan wewenang POLRI sesuai dengan peraturan

perundang-undangan lainnya berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-

Undang No. 2 tahun 2002 adalah sebagai berikut :
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a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan

kegiatan masyarakat lainnya;

b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan

bermotor;

c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;

d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan

peledak, dan senjata tajam;

f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan

terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;

g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian

khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis

kepolisian;

h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam

menyidik dan memberantas kejahatan internasional;

i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang

asing yang berada di wilayah indonesia dengan koordinasi

instansi terkait;

j. Mewakili pemerintah republik indonesia dalam organisasi

kepolisian internasional;
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k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup

tugas kepolisian.

Wewenang POLRI dalam menyelenggarakan tugas di bidang

proses pidana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 2 tahun

2002, adalah sebagai berikut :

a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan

penyitaan;

b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat

kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam

rangka penyidikan;

d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta

memeriksa tanda pengenal diri;

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya

dengan pemeriksaan perkara;

h. Mengadakan penghentian penyidikan

i. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda

pengenal dari tersangka;
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j. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan

penyitaan;

k. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

l. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

m. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;

n. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya

dengan pemeriksaan perkara;

o. Mengadakan penghentian penyidikan;

p. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung

jawab.7

2. Tinjauan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP)

a. Pengertian Penyelidik dan Penyelidikan

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 juncto Pasal 4 KUHAP, pengertian

penyelidik adalah sebagai berikut :“penyelidik adalah pejabat polisi

Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang

ini untuk melakukan penyelidikan”

Sedangkan pengertian penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP,

adalah sebagai berikut.

7 Ibid hlm.20.

Diana Katiandagho, Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Terhadap Perempuan di Indonesia, 2016 
UIB Repository (c) 2016



15

Universitas Internasional Batam

“penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari

dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang

diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pendapat lain menyatakan bahwa, penyelidikan bukanlah fungsi yang

berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya

merupakan salah satu cara atau metode atau merupakan sub daripada

fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan

berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan

surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian penyidikan dan

penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.8

Selanjutnya penyelidikan disini bukan seperti yang dibicarakan pada

sementara media masa yaitu sebagai kegiatan intelegence, sebab bila ini

dimaksudkan tidak diliputi dengan KUHAP ini. Penyelidikan disini adalah

penyelidikan tindak pidana (kriminil), karena penyelidikan ini hanya

merupakan cara atau metode daripada penyidikan (Pedoman Pelaksanaan

KUHAP Departemen Kehakiman RI, tt : 27). secara sedarhana dapat

dikatakan bahwa penyelidikan adalah rangkaian kegiatan penyelidik guna

mengumpulkan data-data tentang suatu peristiwa yang diduga sebagai

tindak pidana, guna menentukan apakah peristiwa yang diselidiki itu

8 H. Hamrat Hamid, Harun M. Husein, Pembahasan permasalahan KUHAP bidang
Penyidikan,(Jakarta:Sinar Grafika, 1991), hlm.24.
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benar-benar merupakan suatu tindak pidana dan apakah terhadap tindak

pidana itu tersedia data dan faktanya untuk dilanjutkan ke tahap

penyidikan. Lebih singkat lagi dapat dikatakan bahwa penyelidikan adalah

tindakan persiapan bagi penyidikan.9

b. Wewenang penyelidik

Wewenang penyelidik diatur dalam Pasal 5 KUHAP yang berbunyi:

1) Karena kewajibanya mempunyai wewenang

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya

tindak pidana

b. Mencari keterangan dan barang bukti

c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan

serta memeriksa tanda pengenal diri

d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung

jawab

2) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan

dan penyitaan

b. Pemeriksaan dan penyitaan surat

c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang

d. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik

9 Ibid. hlm 25
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Kewajiban penyelidik adalah membuat dan menyampaikan laporan

hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan

huruf b, kepada penyidik sesuai dengan Pasal 5 ayat 2 KUHAP.

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidik dikoordinasi,

diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik POLRI sesuai dengan Pasal 105

KUHAP. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidik wajib

menunjukkan tanda pengenal sesuai dengan Pasal 104 KUHAP.10

c. Pengertian Saksi dan Korban

1) Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna

kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu

perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami

sendirirban

2) Definisi korban terdapat dalam pasal 1 angka 2 UUPSK menyebutkan

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental,

dan/kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidanaam

d. Pengertian Keterangan saksi,laporan dan pengaduan

1) Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang

berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia

10 Hari Sasangka, Lily Rosita, Agust Hadiwijono, Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan
Praperadilan,(Surabaya: Dharma Surya Berlian, 1996), hlm 17.
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dengar sendiri, Ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut

alasan dan pengetahuannya itu.7

2) Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena

hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang

berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya

peristiwa pidana. angka 2 UU

3) Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang

berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak

menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan

yang merugikannya.

3. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (LN 2004/95, TLN 4419)

a. Kekerasan Dalam Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap

seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan

atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran

rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan,

atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup

rumah tangga (Pasal 1 ayat 1).
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b. Bentuk-Bentuk Kekerasan

Bentuk-bentuk KDRT adalah (Pasal 5):

1) Kekerasan fisik;

2) Kekerasan psikis;

3) Kekerasan seksual; atau

4) Penelantaran rumah tangga

c. Pengertian Kekerasan Fisik,Kekerasan Psikis, Kekerasan Seksual

dan  Penelantaran Rumah Tangga

1) Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh

sakit atau luka berat (Pasal 6).

2) Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan,

hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak,

rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang

(pasal 7)

3) Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan

hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak

wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan

orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual meliputi (pasal 8):

Diana Katiandagho, Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Terhadap Perempuan di Indonesia, 2016 
UIB Repository (c) 2016



20

Universitas Internasional Batam

1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang

menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup

rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau

tujuan tertentu.

Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan

orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang

berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib

memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang

tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang

mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau

melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga

korban berada di bawah kendali orang tersebut (pasal 9).

d. Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Undang-Undang  PKDRT merupakan peraturan pertama yang

mengatur hak-hak korban. Hak korban KDRT dalam UU PKDRT di Pasal

10 yaitu:

1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan,

advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun

berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
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3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap

tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

5) Pelayanan bimbingan rohani

Selain itu, korban juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi

pemulihan korban dari (pasal 39):

1) Tenaga kesehatan;

2) Pekerja sosial;

3) Relawan pendamping; dan/atau

4) Pembimbing rohani.

e. Pengertian kekerasan Menurut Pendapat Para Ahli

Secara etimologis, kekerasan merupakan terjemahan dari

kata violence yang artinya kekuasaan atau berkuasa. kata violence, berasal

dari bahasa Latin yaitu violentia yang berarti force (kekerasan). Secara

terminologi, kekerasan (violent) didefinisikan sebagai perilaku pihak yang

terlibat konflik yang bisa melukai lawan konflik untuk memenangkan

konflik. Definisi kekerasan menurut para ahli adalah sebagai berikut :
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Menurut filsuf Thomas Hobes (1588 – 1679), manusia dilihat sebagai

makhluk yang dikuasai oleh dorongan-dorongan irasionil dan anarkistis

serta mekanistis yang saling mengiri dan membenci sehingga menjadi

kasar, jahat, buas, pendek pikir. Atas dasar pandangan ini, Hobbes melihat

kekerasan sebagai sesuatu yang sangat alamiah bagi manusia. Karena itu

hanya suatu pemerintahan yang keras dan kuat, memakai kekerasan dan

kekuatan, yang dapat mengatasi keadaan tersebut. Berbeda dengan Hobbes,

filsuf Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778) beranggapan bahwa manusia

secara alamiah adalah ciptaan yang polos, mencintai diri sendiri secara

spontan, tidak egois dan tidak altruis. Bahwa manusia menjadi seperti

binatang yang memiliki sifat agresif / menyerang dan melakukan tindak

kekerasan, itu terjadi hanya karena kemajuan dan peradaban. Dengan kata

lain, kemajuan dan peradabanlah yang menyebabkan manusia menjadi

seperti itu.

Menurut R. Audi, kekerasan dilukiskan sebagai serangan atau

penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau binatang; atau serangan,

penghancuran, pengrusakan yang sangat keras, kasar, kejam, dan ganas

atas milik atau sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik

seseorang. Pengertian mengenai kekerasan dibahas oleh Johan Galtung

yang menyatakan bahwa kekerasan terjadi saat ada penyalahgunaan

sumber-sumber daya, wawasan dan hasil kemajuan untuk tujuan lain atau
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dimonopoli oleh sekelompok orang tertentu. Yang menjadi fokus dalam

definisi tersebut adalah ”sekelompok orang”. Ketika berbicara dalam

konteks patriarkhi, maka yang dapat diartikan dengan ”sekelompok orang”

tersebut adalah sekelompok orang yang berorietasi pada keuntungan laki-

laki. Selain itu, Galtung menyebutkan kekerasan dapat berbentuk sebagai

kekerasan fisik dan psikologis, walaupun keduanya dapat terjadi

bersamaan. Dalam uraiannya, Galtung menyebutkan bahwa sasaran dalam

kekerasan fisik adalah tubuh manusia. Sedangkan kekerasan psikologis

berkaitan dengan kebohongan, indoktrinasi, ancaman, tekanan yang

berakibat pada meminimalisasi kemampuan mental dan otak.

Dalam kerangka kekerasan psikologis tersebut, memakai bingkai

patriarkhis, dapat dilihat bahwa telah terjadi pengkerdilan kemampuan

perempuan secara spesifik, melalui pembatasan kesempatan terhadap

perempuan yang dalam hal ini berkaitan dengan dominasi laki-laki dalam

lingkup publik. Kekerasan mempunyai ciri khas pemaksaan, sedangkan

pemaksaan dapat mengambil wujud pemaksaan persuasif dan pemaksaan

fisik, atau gabungan keduanya. Kemudian pemaksaan berarti bahwa terjadi

pelecehan terhadap kehendak pihak lain, yang mengalami pelecehan hak-

haknya secara total, eksistensinya sebagai manusia dengan akal, rasa,

kehendak, dan integritas tubuhnya tidak dipedulikan lagi. Terlepas dari

semua pandangan di atas, yang peneliti maksudkan dengan kekerasan
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dalam penelitian ini adalah bukan sekedar kekerasan fisik, tetapi lebih dari

itu, segala sesuatu, atau situasi, tindakan, sikap yang mengakibatkan kaum

perempuan menderita ketidakadilan.11

4. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang

Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All

Forms Of Discrimination Against Women)

a. Hak-Hak Perempuan Menurut HAM

Hak-Hak perempuan dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM)

dalam Nomor  7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention

On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women)

CEDAW. Dari seluruh sistem hukum tentang hak asasi manusia, kita

dapat menemukan jenis-jenis hak-hak perempuan yang terdapat dalam

system hukum tersebut. Jenis hak-hak perempuan yang ada, antara lain:

1) Hak-Hak Perempuan di Bidang Politik

Sama halnya dengan seorang pria, seorang perempuan juga

mempunyai hak yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan.

Hak-hak perempuan yang diakui dan dilakukan perlindungan

11 http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-kekerasan.html diakses pada
tanggal 25 Desember 2015, pukul: 15.00 WIB
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terhadapnya terkait dengan hak-hak perempuan di bidang politik,

antara lain :

a. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan ikut serta

dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan

kebijakan.

b. Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan berkala yang

bebas untuk menentukan wakil rakyat di pemerintahan

c. Hak untuk ambil bagian dalam organisasi-organisasi pemerintah

dan non-pemerintah dan himpunan-himpunan yang berkaitan

dengan kehidupan pemerintah dan politik negara tersebut.

Dasar hukum atas hak-hak perempuan di bidang politik

tersebut dapat ditemukan dalam instrumen internasional. Dimana

hak-hak tersebut dapat ditemukan dalam bahasa yang umum dalam

Pasal 21 DUHAM butir 1 dan 2, Pasal 25 ICCPR,. Sedangkan dasar

hukum yang lebih khusus menyebutkan hak-hak perempuan tersebut

dapat ditemukan dalam Pasal 7 dan 8 CEDAW, Pasal 1, 2 dan 3

Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan.

Sedangkan dasar hukum hak-hak perempuan tersebut dapat

pula ditemukan dalam instrumen nasional kita. Dalam Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat

ditemukan dalam Pasal 46 yang berbunyi sebagai berikut : “sistem
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pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan

sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin

keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan”.

2) Hak-hak perempuan di bidang kewarganegaraan

Setiap manusia yang hidup dalam suatu negara mempunyai hak

untuk mendapatkan kewarganegaraan yang sesuai dengan negara

dimana dia tinggal. Misalnya seseorang yang hidup dan tinggal di

negara Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang

Kewarganegaraan maka terdapat syarat-syarat tertentu yang harus

dipenuhi seseorang untuk mendapatkan kewarganegaraan

Indonesia. Apabila syarat-syarat tersebut dapat dipenuhi maka

setiap orang tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan

kewarganegaraannya. Hal inilah yang menjai salah satu hak yang

harus dipenuhi terhadap perempuan. Setiap perempuan

mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kewarganegaraan

suatu negara ketika mereka dapat memenuhi syarat-syarat yang

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di negara terkait.

Dasar hukum atas hak-hak perempuan di bidang

kewarganegaraan tersebut dapat ditemukan dalam instrumen

internasional. Dimana hak-hak tersebut dapat ditemukan dalam

bahasa yang umum dalam Pasal 15 DUHAM yang berbunyi :
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1. Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan

2. Tidak seorangpun dengan semena-mena dapat dikeluarkan dari

kewarganegaraannya atau ditolak haknya untuk mengganti

kewarganegaraan

Sedangkan dasar hukum dalam ranah internasional yang

menggunakan bahasa yang lebih khusus dan spesifik dapat

ditemukan dalam Pasal 9 CEDAW, Pasal 1, 2 dan 3 Konvensi

tentang Kewarganegaraan Wanita Kawin, Pasal 1 Konvensi

tentang Kewarganegaraan Perempuan. Dimana dari dasar hukum

tersebut dapat diketahui bahwa seorang perempuan mempunyai

hak untuk memperoleh, mengganti atau mempertahankan

kewarganegaraanya akibat perkawinannya dengan seorang pria.

Dan setiap negara dari asal perempuan tersebut harus dapat

menjamin keberadaan haknya tersebut.

Dalam ranah nasional, dasar hukum mengenai hak

perempuan di bidang kewarganegaraan dapat ditemukan dalam

Pasal 47 UU HAM yaitu“seorang wanita yang menikah dengan

seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis

mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai

hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali

status
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kewarganegaraannya.” Isi pasal tersebut jika dibandingkan

dengan pengaturan internasional terkait yang ada mempunyai

pengaturan yang hampir sama. Dengan kata lain pengaturan hak-

hak perempuan di Indonesia merupakan adaptasi dari pengaturan

yang ada dalam ranah internasional. Dengan demikian jaminan

atas hak perempuan tersebut tentunya selain diakui di Indonesia

namun juga diakui dalam tingkat internasional.

3) Hak-hak perempuan di bidang pendidikan dan pengajaran

Pendidikan adalah dasar yang paling penting bagi

kehidupan manusia. Dengan pendidikan seseorang dapat

meningkatkan kualitas hidupnya, baik dari kualitas akal, pemikiran,

perilaku hingga ekonomi. Dan pendidikan tersebut tentunya

didapatkan dengan pengajaran. Pengajaran harus diberikan pada

setiap orang untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan

berkualitas. Oleh karena itulah maka kemudian setiap manusia di

dunia ini berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran,

tidak terkecuali untuk semua perempuan. Setiap perempuan sama

halnya dengan setiap pria mempunyai hak untuk mendapatkan

pendidikan dan pengajaran.

Diana Katiandagho, Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Terhadap Perempuan di Indonesia, 2016 
UIB Repository (c) 2016



29

Universitas Internasional Batam

Atas dasar itulah maka kemudian dalam instrumen

internasional dapat kita temukan pengaturan-pengaturan yang

menjamin hal tersebut. Pengaturan tersebut dapat bersifat umum

untuk semua orang, maupun bersifat khusus untuk setiap

perempuan. Instrumen internasional yang bersifat umum antara lain

dapat ditemukan dalam Pasal 26 (1) DUHAM. Sedangkan yang

bersifat lebih khusus dapat ditemukan dalam Pasal 10 CEDAW,

Pasal 13 ayat (2) Kovenan tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan

Budaya, Pasal 4 (d) Konvensi Melawan Diskriminasi dalam

Pendidikan.

Selain itu pengaturan mengenai hak tersebut dapat juga kita

temukan dalam instrumen nasional kita. Pengaturan yang bersifat

lebih umum dapat kita temukan pada Pasal 31 (1) Undang-Undang

Dasar 1945. Dan yang bersifat lebih khusus melindungi hak

perempuan dapat ditemukan dalam Pasal 48 UU HAM yang

menyebutkan bahwa “Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan

dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai

dengan persyaratan yang telah ditentukan”.

4) Hak-hak perempuan di bidang profesi dan ketenagakerjaan

Berkaitan dengan hak perempuan di bidang profesi dan

ketenagakerjaan, terdapat hak-hak yang harus didapatkan
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perempuan baik sebelum, saat, maupun sesudah melakukan

pekerjaan. Sebelum mendapat pekerjaan, seorang perempuan

mempunyai hak untuk diberikan kesempatan yang sama dengan

pria untuk mendapatkan pekerjaan yang seseuai dengan

kemampuannya, sehingga mereka perempuan harus dapat dilakukan

seleksi terhadapnya tanpa ada diskriminasi apapun. Saat mendapat

pekerjaan, seorang perempuan juga mempunyai hak-hak yang harus

dipenuhi, yaitu mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya,

mendapatkan kondisi kerja yag aman dan sehat, kesempatan yang

sama untuk dapat meningkatkan pekerjaannya ke tingkat yang lebih

tinggi, termasuk juga hak untuk mendapatkan pelatihan untuk

meningkatkan kualitas pekerjaannya. Setelah mendapat pekerjaan,

tentunya ada saatnya ketika perempuan harus berhenti dan

meninggalkan pekerjaannya. Maka ketika pekerjaan itu berakhir,

seorang perempuan juga mempunyai hak untuk mendapatkan

pesangon yang adil dan sesuai dengan kinerja dan kualitas

pekerjaan yang dilakukannya.

Dasar hukum atas hak tersebut dalam instrumen internasional

dapat ditemukan dalam Pasal 23 DUHAM, Pasal 6 ayat (1), 7 dan

Pasal 8 ayat 1 butir (a) dan (b) Konvensi Internasional tentang Hak-

Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, dimana didalamnya diatur hak-
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hak seseorang atas suatu profesi dan pekerjaan yang berlaku bagi

semua orang. Dan pada Pasal 11 CEDAW, Pasal 3 Konvensi tentang

Hak-Hak Politik Perempuan, dapat ditemukan adanya perlindungan

hak tersebut yang diberlakukan lebih khusus kepada semua

perempuan.

Dalam instrumen nasional mengenai hal ini dapat ditemukan

dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 76 tentang

Ketenagakerjaan dan Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999 tentang HAM. Dalam Pasal 49 (1) UU HAM

disebutkan bahwa ”Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat

dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan

dan peraturan perundang-undangan”.

5) Hak-hak perempuan di bidang kesehatan

Perlu diketahui lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan hak-

hak perempuan di bidang kesehatan adalah penjaminan kepada para

perempuan untuk mendapatkan perlindungan yang lebih dan

khusus. Hal ini terutama akibat rentannya kesehatan wanita

berkaitan dengan fungsi reproduksinya. Seorang wanita telah

mempunyai kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengalami

kehamilan, menstruasi setiap bulan dan juga kekuatan fisik yang

lebih lemah dibandingkan pria. Adanya hal-hal tersebut inilah maka
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kemudian dirasakan perlu untuk melakukan perlindungan yang

lebih khusus kepada mereka perempuan.

Dalam instrumen internasional mengenai hal tersebut dapat

ditemukan dalam Pasal 25 (2) DUHAM yang berbunyi “ibu dan

anak berhak mendapat perhatian dan bantuan khusus. Semua anak

baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus

menikmati perlindungan sosial yang sama”. Dan pada Pasal 12 ayat

(1) Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan

Budaya, serta dalam Pasal 11 butir (f), Pasal 12 dan Pasal 14

CEDAW. Sedangkan untuk instrumen nasional dapat ditemukan

dalam Pasal 28 H UUD 1945 yaitu “setiap orang berhak hidup

sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan

lingkungan hidup yang sehat serta berhak memperoleh

kesehatan”. Adanya dasar pengaturan ini menunjukkan bahwa

negara kita menjamin setiap warganya untuk mendapatkan jaminan

kesehatan dari negara. Khusus untuk setiap wanita perlindungan

kesehatan dijaminkan lebih lagi dalam Pasal 49 (2) Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyebutkan bahwa

“perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus

dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal
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yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya

berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita”.

6) Hak-hak perempuan untuk melakukan perbuatan hukum

Sebelum dikenalnya hak-hak atas perempuan dan keberadaan

perempuan yang sederajat dengan pria, perempuan selalu berada

di bawah kedudukan pria. Hal ini seringkali terlihat terutama pada

keadaan dimana perempuan untuk melakukan perbuatan hukum

tertentu harus mendapatkan persetujuan atau di bawah kekuasaan

pria. Keadaan inilah yang kemudian menimbulkan kesadaran bagi

para perempuan bahwa setiap perempuan mempunyai kedudukan

yang sama dengan laki-laki di mata hukum, sehingga kemudian

muncul salah satu hak perempuan lainnya yang diakui baik di

tingkat internasional maupun nasional.

Dasar hukum dalam instrumen internasional atas hak-hak

perempuan ini secara umum dapat ditemukan dalam Pasal 7

DUHAM, Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 26 Kovenan Internasional

tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan secara khusus dalam Pasal

2 dan 15 CEDAW. Dalam instrument nasional dasar hukum atas

hak-hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 50 UU HAM yang

berbunyi “wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah
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berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali

ditentukan lain oleh hukum agamanya”.

Sehubungan dengan jaminan atas hak-hak perempuan yang

berhubungan dengan hukum dan masyarakat, terdapat beberapa

permasalahan yang menimpa perempuan di Indonesia diantaranya

1. Kekerasan terhadap perempuan

2. Perempuan sebagai korban perkosaan

2. Perempuan sebagai pekerja seks komersial dalam praktek

prostitusi

3. Perempuan dan aborsi

4. Perempuan dan pornografi dan pornoaksi

5. Perdagangan perempuan

7) Hak-hak perempuan dalam ikatan /putusnya perkawinan

Dalam sebuah perkawinan adakalanya dimana pasangan

suami istri terpaksa harus melakukan perceraian atau yang disebut

dengan putusnya perkawinan. Atas putusnya perkawinan ini setiap
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pihak dari perkawinan mempunyai hak dan kewajiban yang sama

terutama jika atas perkawinannya menghasilkan anak-anak. Selain

itu kedua belah pihak juga mempunyai hak yang sama untuk

mendapat bagian harta bersama dengan persentase yang adil.

Dasar hukum atas hak tersebut dalam instrumen

internasional dapat ditemukan dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 16

butir (c) sampai dengan butir (g) CEDAW dalam instrumen nasional

dapat ditemukan dalam Pasal 51 ayat (1) dan (2) UU HAM yang

berbunyi sebagai berikut :

(2) “Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak

dan tanggungjawab yang sama dengan mantan suaminya atas

semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan

memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak”.

(3) “Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak

yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang

berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.12

B. Kajian Teoritis

1. Teori Penanggulangan Kejahatan

12 http://akbarmuzaqir.blogspot.co.id/2013/04/hak-hak-perempuan.html diakses pada tanggal 27
Desember 2015, pukul: 13.00 WIB
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Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara

yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan

represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula

masing-masing usaha tersebut :

a) Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah

atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.

Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan

tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada

mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan

segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang

memuaskan atau mencapai tujuan.13

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang

terpenting adalah :14

a. Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi

dalam arti sempit;

b. Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :

13 A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan
Hukum,(Yogyakarta: Liberti, 1985), hlm. 46
14 Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi,(Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981), hlm.
15
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1) Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat

memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu

berbuat jahat.

2) Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan

kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai

penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonmi

(pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-

lain);

3) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap

kejahatan dengan berusaha menciptakan;

a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik,

b. Sistem peradilan yang objektif

c. Hukum (perundang-undangan) yang baik.

4) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur;

5) Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usahah

prevensi kejahatan pada umumnya.

b) Tindakan Represif
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Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur

penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.15

Tindakan respresif lebih dititikberatkan terhadap orang yang

melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum

(pidana) yang setimpal atas perbuatannya.

Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan

untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak

hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan

pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai

pembinaan narapidana.

Penangulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan

tekhnik rehabilitas, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara

atau tekhnik rehabilitasi, yaitu :16

1. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum

penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman

bersyarat dan hukuman kurungan.

2. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi

orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi

terhukum dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan

agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.

15 Soejono D, Op. Cit, hlm. 32
16 Simanjuntak B dan Chairil Ali, Cakrawala Baru Kriminologi, (Bandung:Trasito, 1980), hlm. 399.
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Sementara itu, Barda Nawawi Arif berpendapat bahwa bertolak dari

pemikiran, pidana pada hakekatnya hanya merupakan alat untuk mencapai

tujuan, maka pertama-tama merumuskan tentang tujuan pemidanaan.

Dalam mengidentifikasikan tujuan pemidanaan, bertolak dari

keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” dan

“perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”.17

Bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok itu, maka syarat

pemidanaan menurut konsep juga bertolak dari pokok pemikiran

keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu; antara faktor

objektif dan faktor subjektif. Oleh karena itu, syarat pemidanaan juga

bertolak dari dua (2) pilar yang sangat fundamental didalam hukum pidana

yaitu “asas legalitas” (yang merupakan “asas kemasyarakatan”) dan “asas

kesalahan/asas cupabilitas” (yang merupakan “asas kemanusiaan”).

Dengan perkataan lain, pokok pemikiran mengenai pemidanaan

berhubungan erat dengan pokok pemikiran mengenai tindak pidana dan

pertanggungjawaban pidana seperti telah dikemukakan diatas.

Barda Nawawi Arief dalam salah satu seminar menyatakan adanya

perumusan penetapan) perbuatan kekerasan terhadap korban sebagai

tindak pidana (dengan sanksi pidana) dalam peraturan perundang-

17 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP
Baru), (Semarang: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 29
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undangan pada hakikatnya merupakan pemberian perlindungan “in

abstracto”, secara tidak langsung, terhadap korban kejahatan kekerasan.18

Pemberian pidana kepada pelaku kejahatan (kekerasan) memang

belum bisa memberikan rasa keadilan yang sempurna. Lebih-lebih apabila

korban menderita kerugian secara fisik maupun secara psikis.

Perlindungan juga dapat diberikan dalam bentuk lain, misalnya pelayanan

medis, maupun psikologis juga diperlukan terhadap para korban untuk

memulihkan kepercayaan diri mereka, mengembalikan semangat

hidupnya, juga santunan berupa biaya.

2. Teori Penegakkan Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil

tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni

struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan

budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak

hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan

budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam

suatu masyarakat.

Tentang struktur hukum, Friedman menjelaskan :“To begin with, the

legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this

kind: the number and size of courts; their jurisdiction …Strukture also

18 Ibid
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means how the legislature is organized …what procedures the police

department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of

the legal system…a kind of still photograph, with freezes the action.”19

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran

pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka

periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya.

Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan

tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh

kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga

hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang

ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum

dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini

menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses

hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara

tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya

struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan

pengadilan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah (Lawrence M. Friedman,

Op.cit) :“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant

19 http://zenhadianto.blogspot.co.id/2014/01/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html diakses
pada hari senin, tanggal 15 februari,pukul  20.00 WIB
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the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system

…the stress here is on living law, not just rules in law books”. 20Aspek lain

dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya

adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam

system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan

yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman

bagi aparat penegak hukum.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat : “The

third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s

attitudes toward law and legal system their belief …in other word, is the

climinate of social thought and social force wicch determines how law is

used, avoided, or abused”.21

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap

manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap

hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk

menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas

substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-

orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum

tidak akan berjalan secara efektif.

20 Ibid
21 Ibid
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Menurut Acmad Ali, hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat

atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin

diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum

sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya

dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan

juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam

praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan

hukum (law enforcement) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya

merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, malainkan aktifitas

birokrasi pelaksananya.22

22 http://dedeandreas.blogspot.co.id/2015/03/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html diakses
pada tanggal 27 Desember 2015, pukul: 14.00 WIB
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